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sumber daya lainnya.

Seorang atasan tidak bekerja sendirian, tetapi meminta bantuan orang lain
untuk menjalankannya. Dengan demikian seorang atasan harus mampu mempengaruhi
seluruh pegawai agar mau bekerja sesuai apa yang diharapkan oleh Pemerintah. Untuk
itu atasan perlu mengadakan suatu sistem pengawasan kepada pegawai, sehingga
mereka bekerja sebaik mungkin dan dapat meningkatkan produktivitas kerja mereka.

Di satu sisi memasuki akhir tahun 2004 tepatnya tanggal 15 Oktober 2004
maka di Indonesia mulai diberlakukan secara efektif Undang-Undang No. 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai suatu bahan dasar terselenggaranya
pelaksanaan otonomi di daerah.

Kepentingan tentang pelaksanaan otonomi daerah tidak saja melingkupi
kepentingan atas tata cara pengelolaan pemeri.ntahan pada suatu daerah, tetapi juga
hal yang penting lainnya adalah kebebasan daerah untuk berdiri sendiri atas
kemampuan daerahnya masing-masing, dengan perimbangan pembagian pendapatan
yang seadil-adilnya.

Penjelasan umum Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa
prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti
daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di
luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini.
Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan,
peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada
peni%kﬁgzi% ljigsﬁ ahteraan rakyat.
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Jika prinsip otonomi yang dianut oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004
dikaitkan dengan sistem otonomi (rumah tangga daerah), maka tampak bahwa undang-
undang tersebut sistem otonomi formal dan riil (nyata). Sistem otonomi formal tampak
dari adanya ketentuan Pasal 10 ayat (1) yang menyebutkan bahwa : Pemerintah daerah
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali
urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan
pemerintah.

Salah satu kewenangan daerah yang tidak merupakan urusan pemerintah
ditentukan dalam pasal di atas maka salah satu kewenangan tersebut adalah di Bidang
Kepegawaian. Permasalahan kepegawaian ini menjadi sangat potensial untuk
menyelenggarakan pelaksanaan pemerintahan. Karena dengan adanya suatu
pengkondisian yang baik atas pelaksanaan sistem kepegawaian itu maka pelaksanaan
otonomi daerah di daerah tersebut dapat dijalankan secara maksimal. Tetapi meskipun
demikian banyak hambatan-hambatan yang ditemui dalam sistem otonomi daerah
dihubungkan dengan sistem kepegawaian adalah pelaksanaan sistem pembagian tugas
karena semakin luasnya tata pekerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Dengan berlakunya otonomi daerah maka dengan sendirinya tugas beberapa
instansi pemerintah menjadi berubah yang salah satunya instansi Pemerintah tersebut
adalah Badan Kepegawaian Negara. Dengan adanya otonomi daerah maka dengan
sendirinya peraturan mengenai bidang kepegawaian baik pengangkatan, penempatan,
pemindahan dan mutasi maupun pemberhentian bukan lagi tanggung jawab Badan

I%eﬁf\gﬁ‘ﬁ] 11%% SNl\/e[%%% Nn}&l&i:rl&kan sudah menjadi tanggung jawab masing-masing
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negara untuk mendapat pertimbangan teknis dan dikirimkan ke instansi induk

masing-masing untuk penerbitan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat dan kembali

kepada yang bersangkutan.
2. Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Melalui Dinas/Unit kerja masing-masing diajukan ke Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten (BKD) untuk dibuat nota usul Kenaikan Pangkat dan diteruskan ke

Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk dibuatkan Nota Pertimbangan Kenaikan

Pangkat dan dikembalikan ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten (BKD)

untuk diterbitkan Surat Keputusan Kenaikan

Dengan Demikian maka pengaruh otonomi daerah terhadap tugas pokok
Kantor Regional VI BKN Medan sudah jelas berubah terutama dalam hal mutasi
kenaikan pangkat karena sebelum otonomi daerah Kantor Regional VI Badan
Kepegawaian Negara Medan berfungsi untuk menetapkan Surat Keputusan dan
sesudah otonomi daerah, hanya berfungsi untuk menetapkan nota pertimbangan. Dan
prosedur pengusulan kenaikan pangkat juga mengalami perubahan yang menjadi lebih
panjang karena sebelum otonomi cukup 3 (tiga)‘ prosedur sedangkan sesudah otonomi
menjadi 5 (lima) prosedur.
Belum lagi permasalahan mengenai data Pegawai Negeri Sipil yang ada di

Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan menjadi tidak akurat lagi.
Karena surat keputusan kenaikan pangkat yang diterbitkan oleh daerah tidak
mengirimkan tembusan ke Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan

selaku Pengawas bidang adminitsrasi dan sebagai Bank data Pegawai Negeri Sipil.
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Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Instansi Vertikal didaerah
Propinsi/Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk
menyelenggarakan tugas negara lainnya. '

Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah pegawai negeri sipil daerah
Propinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah, atau dipekerjakan di luar
Instansi induknya.

Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Sekretaris
Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Presiden, Sekretaris Wakil
Presiden, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non
Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembagél Tertinggi/Tinggi Negara.

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi adalah Gubernur.

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota

Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri
Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan
sebagai dasar penggajian.

Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan
pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap negara.

Kenaikan Pangkat Reguler adalah pengha'rgaan yang diberikan kepada Pegawai
Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan.

Kenaikan Pangkat Pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan
eﬁada Pegawai Negeri Si%illzgtas prestasi kerjanya yang tinggi.
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berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

- Kewajiban secara horizontal, berarti k.ekuasaan untuk menyelenggarakan
pemerintahan sebagaimana mestinya.

- Kewajiban secara vertikal yaitu kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan
dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.

Banyak hal yang ditemui dalam perkembangan pelaksanaan otonomi daerah,
dimana dengan berlakunya otonomi daerah maka struktur pemerintahan akan
mengalami perubahan. Dimana ada instansi pemerintahan pusat di daerah, dan dengan
berlakunya otonomi daerah maka instansi tersebut tidak tepat lagi untuk berada di
daerah. Keadaan sedemikian memberikan akibat secara langsung terhadap sistem
kepegawaian karena pengelolaan instansi tersebut didasarkan kepada keberadaan
orang-orang di dalamnya. Atas dasar hal yang demikian maka permasalahan
kepegawaian dalam mutasi kenaikan pangkat dengan adanya otonomi daerah menjadi

konpleks dan menjadi suatu telaah yang sangat menarik pembahasannya.

F. Hipotesis

Berdasarkan  kerangka pemikiran yang mengantarkan kemudahan dalam
merumuskan  hipotesis  penelitian, maka penulis menyusun hipotesis  yang
merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang harus di uji kebenarannya
melalui suatu penelitian.

Untuk hal yang demikian maka Moh. Nazir mengatakan bahwa :
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5. Pemeliharaan
Pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik,
mental dan loyalitas karyawan agar mereka tetap mau bekerjasama sampai
pensiun. Pemeliharaan yang baik dilakukan dengan program kesejahteraan yang
berdasarkan kebutuhan sebagian besar karquan dan berpedoman kepada internal
dan eksternal konsistensi.

6. Kedisiplinan.
Kedisiplinan merupakan fungsi manajemen sumber daya manusia yang terpenting
dan kunci terwujudnya tujuan, karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujudnya
tuyjuan yang maksimal. Kedisiplinan adalah keinginan dan keasadaran untuk
mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan norma-norma susila.

7. Pemberhentian.
Pemberhentian adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari perusahaan.
Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan karyawan, keinginan perusahaan,

kontrak kerja berakhir, pensiun dan sebab-sebab lainnya.

B. Pengertian Administrasi Kepegawaian
The Liang Gie mengatakan bahwa : “Administrasi kepegawaian adalah “
segenap aktivitas yang bersangkut paut dengan masalah penggunaan tenaga kerja yang

kompeten sedemikian rupa untuk melaksanakan tujuan tertentu. Masalah pokoknya
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memelihara, mengembangkan dan menggunakan pegawai sesuai dan seimbang

dengan volume/beban kerja dan tujuan (missi) dari pada organisasi.

C. Sistem, Susunan Pangkat, dan Masa Kenaikan Pangkat

Sebelum dijelaskan mengenai kenaikati pangkat Pegawai Negeri Sipil, ada
baiknya dijelaskan terlebih dahulu mengenai Pegawai Negeri Sipil itu sendiri.
Menurut Undang-Undang No.43 Tahun 1999 Tentang pokok-pokok kepegawaian,
bahwa Pegawai Negeri itu terdiri dari:

1. Pegawai Negeri Sipil;

2. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan

3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada point 1(satu) diatas adalah Pegawai
Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah. Pegawai Negeri itu sendiri
berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam
penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No0.99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil, maka kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil
(PNS) dapat dilakukan berdasarkan sistem :

1. Kenaikan Pangkat Reguler, dan

2. Kenaikan pangkat Pilihan.
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Selain sistem kenaikan pangkat tersebut diatas, kepada Pegawai Negeri Sipil dapat

diberikan :

1. Kenaikan Pangkat anumerta bagi Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan tewas.

2. Kenaikan pangkat pengabdian bagi yang mencapai batas usia pensiun atau cacat
karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri.

Dalam penyusunan struktur golongan, Pegawai Negeri Sipil mempunyai
susunan pangkat serta golongan yang digunakan untuk kepentingan PNS tersebut. Hal
ini dibuat agar didapat kemudahan didalam penentuan golongan seseorang
berdasarkan pendidikan yang dimilikinya. Selain itu susunan ini juga digunakan
sebagai dasar pemberian gaji bagi Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan atas
Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri
Sipil.

Adapun susunan pangkat serta golongan ruang Pegawai Negeri Sipil dari yang

terendah sampai yang tertinggi adalah sebagai berikut :
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¢. Menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya.
Prestasi kerja yang luar biasa baiknya yang dimaksud dalam ketentuan ini
adalah prestasi kerja yang sangat menonjol baiknya yang secara nyata diakui
dalam lingkungan kerjanya, sehingga Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
secara nyata menjadi teladan bagi pegawai lainnya.

d. Menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara
Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat
bagi negera dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi tanpa terikat jenjang
pangkat.

e. Diangkat menjadi pejabat negara
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi pejabat negara dan diberhentikan
dari jabatan organiknya, dapat dinaikkan.pangkatnya setiap kali setingkat lebih
tinggi tanpa terikat pada jenjang pangkat.

f. Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah
Bila Pegawai Negeri yang bersangkutan mendapatkan ijazahnya dari Luar
Negeri, maka ijazah tersebut baru bisa dihargai bila telah diakui dan ditetapkan
sederajat dengan ijazah dari sekolah atau perguruan tinggi negeri yang
ditetapkan oleh menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan nasional.

g. Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau

jabatan fungsional. *
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b. Meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinasnya,
sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena
menjalankan tugas kewajibannya.

c. Meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat jasmani atau
rohani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya.

d. Meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggungjawab

ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.

4. Kenaikan Pangkat Pengabdian

Kenaikan pangkat pengabdian adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada
Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai batas usia pensiun dan untuk menghargai
semua pengabdiannya kepada negara selama ia bertugas. Selain itu kenaikan pangkat
ini dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang cacat karena dinas dan tidak
bisa bertugas lagi seperti biasanya. Kenaikan pangkat pengabdian ini ditetapkan

berlakunya terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan yang bersangkutan diberhentikan

dengan hormat dengan hak pensiun

E. Prosedur dan Kelengkapan Administrasi Kenaikan Pangkat
1. Prosedur Kenaikan Pangkat
Adapun yang menjadi prosedur kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil

adalah sebagai berikut :
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a. Penetapan kenaikan pangkt Pegawai Negeri Sipil Pusat untuk menjadi pembina

f.

uatam muda golongan ruang IV/c ke atas dilaksanakan dengan keputusan
presiden setelah mendapat pertimbangan teknis kepala Badan Kepegawaian
Negara berdasarkan usul dari pejabat pembina kepegawaian pusat.

Usul kanaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan oleh
pejabat pembina kepegawaian pusat kepada presiden dengan tembusan
rengkap 2 (dua) kepada kepala Badan Kepegawaian Negara.

Penetapan kenaikan pangkat Pegawai N'egeri Sipil Pusat untuk menjadi Juru
Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan pembina tingkat I golongan
ruang IV/b dilaksanakan dengan keputusan pejabat pembina kepegawaian
pusat setelah mendapat pertimbangan teknis kepala Badan Kepegawaian
Negara.

Untuk memperlancar pelaksanaan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil
Pusat didaerah, pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf ¢
ditetapkan oleh Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sesuai
dengan wilayah kerjanya .

Penetapan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil daerah dilaksanakan dengan
keputusan pejabat pembina kepegawaian daerah setelah mendapat
pertimbangan teknis kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara

sesuai dengan wilayah kerjanya.

Untuk mendapatkan pertimbangan teknis, pejabat pembina kepegawaian

UNIVE([!{QSQIKFR W}A%QAIRLEKI kepada Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian.
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Salinan/Foto copy sah keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
Salinan/Foto copy sah keputusan dalam pangkat terakhir;

Daftar penilaian prestasi kerja/DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir;

Asli penetapan angka kredit bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki

jabatan fungsional tertentu.

Kenaikan Pangkat Pilihan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan

tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan keputusan presiden.

L;

2.

3.

Salinan/foto copy sah keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
Salinan/Foto copy sah keputusan dalam pangkat terakhir;

Daftar penilaian prestasi kerja/DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Kenaikan Pangkat Pilihan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan Prestasi

yang luar biasa baiknya.

1.

4.

Salinan/Foto copy sah keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir apabila
menduduki jabatan struktural/Fungsional tertentu;

Salinan/Foto copy sah keputusan dalam pangkat terakhir;

Salinan/Foto copy sah keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian tentang
penetapan prestasi kerja luar biasa baiknya;

Daftar penilaian prestasi kerja/DP-3 dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Kenaikan Pangkat Pilihan bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menemukan Penemuan

baru yang bermanfaat bagi negara.

1,

Salinan/Foto copy sah keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir apabila

enduduki jabatan struktural/fungswnal tertentu;
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4.

Salinan/foto copy sah keputusan dalam pangkat terakhir;
Salinan/foto copy sah keputusan tentang penemuan baru yang bermanfaat bagi
negara dari Badan/Lembaga yang ditetapkan oleh presiden;

Daftar penilaian prestasi kerja/DP-3 dalam 1 (satu) tahun terakhir.

F. Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Pejabat Negara dan

diberhentikan dari jabatan organiknya.

L,

2.

3.

4.

Salinan/Foto copy sah keputusan pengangkatan sebagai pejabat negara;
Salinan/Foto copy sah keputusan dalam pangkat terakhir;
Daftar penilaian prestasi kerja/DP-3 dalam 1 (satu) tahun terakhir;

Salinan/Foto copy sah keputusan pemberhentian dari jabatan organik.

G. Kenaikan Pangkat Pilihan Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Pejabat Negara dan

tidak diberhentikan dari jabatan organiknya.

L

Bagi yang menduduki jabatan struktural/fungsional tertentu syarat yang
diperlukan adalah sebagaimana tersebut dalam huruf b;
Bagi yang tidak menduduki jabatan struktural/fungsional tertentu syarat yang

diperlukan adalah sebagaimana tersebut dalam huruf a.

H. Kenaikan Pangkat Pilihan Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda

Tamat Belajar atau [jazah/Diploma.

1.

2.

3.

Salinan/Foto copy sah dari Surat Tanda Tamat Belajar/[jazah/Diploma;
Salinan/Foto copy sak keputusan dalam pangkat terakhir;

Daftar penilaian prestasi kerja/DP-3 dalam 1 (satu) tahun terakhir;
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Dengan demikian, apa yang dikatakan sebagai daerah otonom oleh Pasal 18
Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannyd dikonsepsikan sebagai Pemerintahan
Daerah yang terdiri atas “ daerah besar “ dan “ kecil . Di samping itu, selain sebagai
daerah yang bersifat otonom, daerah-daerah dimaksud dapat pula bersifat sebagai
daerah administrasi atau daerah otonom yang bersifat istimewa, seperti desa di Jawa
dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya.
Daerah otonom yang bersifat istimewa ini, dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang
Dasar 1945 dan Perubahannya disebut Zelfbesturende landschappen dan
Volksgemeenschappen yang pada waktu itu disebutkan jumlahnya di Indonesia lebih
kurang 250 (dua ratus lima puluh ) daerah. '

Pada bagian lain dalam Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dan
Perubahannya tersebut dikatakan : “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan
kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang
dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem
pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat
istimewa™.

Tampaknya apa yang dimaksudkan sebagai daerah besar dalam penjelasan itu,
disebut sebagai propinsi. Propinsi terdiri dari daerah-daerah yang lebih kecil,
sebagaimana kelak dikenal dengan nama Kabupaten, Kota, kecamatan,

Kelurahan/Desa. Dari sinilah, di kemudian hari sejarah otonomi daerah di Indonesia

mengenal otonomi bertingkat (hierarki).
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G. Sistem Otonomi Daerah

Pada umumnya dikenal 2 (dua) sistem o'tonomi yang pokok yaitu :

1. Sistem otonomi materiil, atau pengertian rumah tangga materiil (materiele
huishoudingsbegrip),

2. Sistem otonomi formil, atau pengertian rumah tangga formil (formeecle
huishoudingsbegrip).

Di samping itu ada juga sistem lain yang merupakan kompromi antara kedua
sistem itu, yaitu sistem otonomi riil, atau pengertian rumah tangga riil. Bila ditilik dari
padanan kata “ rumah tangga * adalah huishouding *“ (Belanda) yang berarti inisiatif
bebas untuk menjalankan tugas dan kewajiba,'maka arti kata huishouding tersebut

juga berpadanan arti dengan kata otonomi. Oleh karena itu, kata rumah tangga dapat

ditukar (diganti) dengan kata otonom.

1. Sistem Otonomi Materiil

Dalam pengertian sistem rumah tangga materiil, antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah ada pembagian tugas (wewenang dan tanggung jawab) yang
cksplisit (diperinci dengan tegas) dalam Undang-Undang pembentukan Daerah.
Artinya, otonomi daerah itu hanya bersifat definitif. Hal itu berarti pula, apa yang
tidak tercantum dalam Undang-Undang Pembentukan Daerah, tidak termasuk urusan
Pemerintah Daerah Otonom, melainkan urusan pemerintah Pusat.

Cara penentuan tersebut di atas, didasarkan pada keyakinan bahwa ada

perbedaan tugas yang asasi dalam menjalankan usaha-usaha memajukan kemakmuran
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dan kesejahteraan masyarakat antara negara dan daerah-daerah otonom yang lebih
kecil. Disini yang berbeda ialah materi yang menjadi objek pengurusan dan
pengaturan dari masyarakat hukum masing-masing tersebut di atas, oleh karena itulah

pengertian ini disebut sebagai sistem otonomi materiil.

2. Sistem Otonomi Formil

Di dalam pengertian otonomi secara formil, tidak ada perbedaan sifat antara
urusan-urusan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan oleh daerah-daerah
otonom. Hal ini berarti apa yang dapat dilakukan oleh negara (pemerintah Pusat), pada
prinsipnya dapat pula dilakukan oleh daerah-daerah otonom.

Bila ada pembagian tugas (wewenang dan tanggung jawab), hal itu semata-
mata disebabkan pertimbangan-pertimbangan yang rasional dan praktis, seperti
efisiensi penyelenggaraan tugas pelayanan p}lblik. Artinya pembagian tugas itu
tidaklah disebabkan materi yang diatur berbeda sifatnya, melainkan adanya keyakinan
bahwa kepentingan dacrah-daerah dapat lebih baik dan berhasil (lebih efisien) apabila
disclenggarakan sendiri oleh daearah-daerah itu masing-masing daripada oleh
pemerintah Pusat.

Dalam sistem otonomi formil yang demikian tadi, maka tidak terdapat
perbedaan sifat materi yang diurus oleh daerah-daerah sebagai masyarakat hukum
yang lebih kecil dan negara sebagai masyarakat hukum yang lebih besar. Perbedaan
tugas diadakan secara formil dengan membuat bentuk-bentuk peraturan tertentu.

Demikian pula, dalam sistem otonomi formil tidaklah secara apriori ditetapkan apa
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oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah tingkat atasnya.

3. Sistem Otonomi Riil

Dalam sistem ini, penyerahan urusan atau tugas dan kewenangan kepada
dacrah didasarkan pada faktor yang nyata atau riil, sesuai dengan kebutuhan atau
kemampuan yang riil dari daerah maupun pemerintah pusat serta pertumbuhan
masyarakat yang terjadi.

Karena pemberian tugas dan kewajiban serta wewenang ini didasarkan pada
keadaan yang riil di dalam masyarakat. Hal ini membawa konsekuensi bahwa
tugas/urusan yang selama ini menjadi wewenang Pemerintah Pusat dapat diserahkan
kepada Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat daerah
untuk mengaturnya dan mengurusnya sendiri. Sebaliknya, tugas yang telah menjadi
wewenang daerah, pada suatu ketika bilamana dipandang perlu dapat ditarik kembali
oleh Pemerintah Pusat.

Sistem ini merupakan jalan tengah atau percampuran dari sistem otonomi
materiil dan formil. Dalam arti, sistem ini mengandung anasir-anasir, baik dari sistem
otonomi materiil mapun sistem otonomi formil sehingga dapat dikatakan merupakan
sistem sendiri.

Terhadap sistem otonomi riil, maka sistem ini mempunyai ciri-ciri yang
membedakannya dengan kedua sistem pokok otonomi, yaitu :

a. Menurut urusan pangkal yang ditetapkan pada saat pembentukan suatu daerah

otonom, memberikan kepastian mengenai urusan rumah tangga daerah. Hal
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izmy&iérﬁ:%%tll\é[ﬁggﬂ&ye&na acid)23/8/24



Maslen Sinaga - Suatu Andlisis terhadap Pelaksanaan Tugas Pokok Kantor Regional....

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izmy&iérﬁ:%%tll\é[ﬁggﬂ&ye&na acid)23/8/24



Maslen Sinaga - Suatu Andlisis terhadap Pelaksanaan Tugas Pokok Kantor Regional....

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izmy&iérﬁ:%%tll\é[ﬁggﬂ&ye&na acid)23/8/24



43

Maslen Sinaga - Suatu Analisis terhadap Pel aksanaan Tugas Pokok Kantbr Regional....

kemudian apabila bertentangan dengan undang-undang atau kepentingan umum.
Dalam situasi yang menuntut tindakan cepat, dapat juga diambil tindakan
penangguhan keputusan, sebelum dilakukan pencabutan.

Pengawasan preventif yaitu pengawasan yang dilakukan sebelumnya.

Yang dinamakan pengawasan preventif adalah pengawasan terhadap keputusan-
keputusan dari aparat pemerintah yang lebih rendah yang dilakukan sebelumnya.
Surat-surat keputusan aparat pemerintah yang lebih rendah umpamanya baru
mempunyai kekuatan hukum setelah mendapat pengesahan. Selain itu dikenal
bentuk keputusan dari sebuah badan yang lebih rendah yang baru dapat diambil
jika sebelumnya telah mendapat surat pernyataan tidak berkeberatan atau surat
kuasa dari badan yang lebih tinggi.

Pengawasan yang positif.

Yang termasuk dalam bentuk pengawasan ini adalah keputusan-keputusan badan-
badan yang lebih tinggi untuk memberikan pengarahan dan petunjuk-petunjuk
kepada badan-badan yang lebih rendah. Kadang-kadang juga dapat terjadi badan-
badan yang lebih tinggi kadang-kadang memaksakan instansi yang lebih rendah
uuntuk kerjasama tertentu.

Kewajiban untuk memberitahu.

Pengawasan yang lebih ringan dari bentuk sebelumnya adalah kumpulan
wewenang badan-badan lebih tinggi untuk memperoleh informasi dari badan-
badan yang lebih rendah, umpamanya pemeriksaan pembukuan, kewajiban

memberi informasi jika diminta dan kewajiban dengan segera melaporkan setelah
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mengeluarkan keputusan-keputusan tertentu.

Konsultasi dan perundingan. '

Kadang-kadang beberapa keputusan baru boleh diambil oleh badan-badan yang
lebih rendah setelah mengadakan perundingan dengan badan-badan yang lebih
tingggi, atau badan-badan yang lebih tinggi itu memperoleh kesempatan sebelunya
untuk memberikan nasehat-nasehat pada badan-badan lebih rendah mengenai
suatu persoalan.

Hak banding administratif.

Bentuk pengawasan yang terakhir sebagian juga terletak pada bidang perlindungan
hukum administrasi. Ada kalanya terhadap keputusan-keputusan badan yang lebih
rendah dapat diajukan banding oleh mereka yang mempunyai hak banding tertentu
(Seperti warga negara, pejabat pemerintah dan badan-badan pemerintah lainnya)
pada suatu badan umum yang lebih tinggi. Suatu putusan banding sekaligus
mencakup suatu uji kebijaksanaan oleh badan yang lebih tinggi itu.

Di samping bentuk-bentuk pengawasan yang disebutkan di atas ada juga alat-alat
yang lain yang dapat dipakai oleh badan yang lebih tinggi dalam memberikan
pengarahan kepada badan yang lebih rendah.

Dinas-dinas pemerintah yang didekonsentrasi.

Dinas-dinas jabatan dari pemerintah pusat seringkali tersebar di seluruh negeri
antara lain kepada badan-badan pemerintah yang lebih rendah untuk mengadakan

kontrol, memberikan nasehat dan sebagainya.
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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1.

Dalam melakukan fungsinya maka Kantor Regional VI Badan Kepegawaian
Negara Medan melakukan koordinasi informasi kepegawaian dengan Badan
Kepegawaian Daerah Propinsi Kabupaten/Kota untuk menyajikan informasi
tentang keberadaan sistem kepegawaian secara nasional.

Badan Kepegawaian Negara adalah suatu badan yang bertanggung jawab
kepada Presiden. Sedangkan Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara
Medan adalah suatu badan yang menjalalmkan fungsi tata pemerintahan dalam
pelaksanaan memanejemenisasi sistem kepegawaian di wilayah kerjanya yang
meliputi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat.

Pemberdayaan pegawai (sumber daya manusia) dilakukan dengan
mengadakan pendidikan dan latihan, disiplin, mutasi, promosi maupun
pemberian penghargaan dimana bidang-bidang tersebut harus dapat
diterapkan secara tepat dengan waktu yang semaksimal mungkin dan
dilakukan secara menyeluruh.

Pelaksanaan mutasi kenaikan pangkat apabila dihubungkan dengan Kantor
Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan serta otonomi daerah
memberikan pengaruh yang luas dalam tugas dan wewenang Kantor Regional

VI Badan Kepegawaian Negara Medan. Dimana dengan otonomi daerah maka
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Keputusan Kepala Badan Kepegawalan Negara Nomor 11 Tahun 2001, Tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negdra Nomor 59/KEP/2001 tanggal 27
Agustus 2001, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan
Kepegawaian Negara.

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/KEP/2000 Tentang
Perubahan Nama Kantor Wilayah dan Pembentukan Kantor Regional Badan
Kepegawaian Negara.
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